
AGENDA SURAT MASUK TAHUN 2024 
STASIUN KIPM PADANG 

No Nomor Surat Pengirim Hal Tanggal 
Surat 

Tanggal 
Diterima 

Tingkat 
Keamanan 

Sifat  Jenis Tempat 
SImpan 

1. B.4099/BPPM
HKP.1/KP.930/

X/2024 
 

Sekretaris Badan Karantina 
Ikan, Pengendalian Mutu 
dan Keamanan Hasil 
Perikanan 

Penyampaian 
Pengumuman Seleksi 

Perpindahan   Dari Jabatan 
Lain ke Dalam Jabatan 

Fungsional   Analis 
Anggaran (JFAA) Tahun 

2024 

18-10-2024 

 
19-10-2024 

 
Biasa 

 
Biasa 

 
Undangan File 

2. B.3604/BPPM
HKP.1/KP.530/

IX/2024 
 

Sekretaris Badan Karantina 
Ikan, Pengendalian Mutu 
dan Keamanan Hasil 
Perikanan 

Penyesuaian Pelaksanaan 
Pengembangan 

Kompetensi Pegawai 
Melalui Jalur Pendidikan 

Tahun 2025 

19-09-2024 

 
19-09-2024 

 
Biasa 

 
Biasa 

 
Surat 
Dinas 

 

File 

3. B.1929/BPPM
HKP.1/OT.710

/VI/2024 
 

Kepala Pusat Pengendalian 
Mutu Badan Karantina 
Ikan, Pengendalian Mutu 
dan Keamanan Hasil 
Perikanan 

Persiapan Penilaian UPG 
Tahun 2024 

 

05-06-2024 

 
06-06-2024 

 
Biasa 

 
Biasa 

 
Surat 
Dinas 

 

File 

4. B.2002/BPPM
HKP.3/TU.210/

VI/2024 
 

Sekretaris Badan Karantina 
Ikan, Pengendalian Mutu 

dan Keamanan Hasil 
Perikanan 

Pembaharuan Sertifikat 
Kesehatan/Health 

Certificate (HC) Tujuan 
Ekspor Uni Eropa 

 

03-06-2024 

 
03-06-2024 

 
Biasa 

 
Penting 

 
Surat 
Dinas 

 

File 

5. B.1057/SJ.7/T
U.210/III/2024 

 

Kepala Pusat Data, Statistik 
dan Infromasi – Sekjen KKP 

Tata Cara Permohonan 
Akun Baru Portal 

Collaboration Office 
Lingkup KKP 

 

06-03-2024 

 
07-03-2024 

 
Biasa 

 
Biasa 

 
Surat 
Dinas 

 

File 

 



 
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU 
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282 
LAMAN www.kkp.go.id EMAIL setban.bkipm@kkp.go.id 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
Nomor : B.3604/BPPMHKP.1/TU.530/IX/2024                       19 September 2024 
Sifat  : Biasa 
Lampiran : satu lembar 
Hal  : Penyesuaian Pelaksanaan Pengembangan 
    Kompetensi Pegawai Melalui Jalur Pendidikan Tahun 2025 
 
 
Yth.  1.  Para Kepala Pusat lingkup BPPMHKP 
 2.  Para Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP 
 di Tempat  
 
   
 Menindaklanjuti nota dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 
1603/SJ.3/KP.530/IX/2024 tanggal 13 September 2024 hal seperti tersebut diatas, 
bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut : 
1. bahwa dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai 
Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan, adanya perubahan mekanisme 
pengembangan kompetensi, yang semula ada Izin Belajar digantikan dengan 
mekanisme Tugas Belajar Mandiri.  

2. bahwa sesuai dengan beberapa peraturan sebagaimana dimaksud diatas, maka 
demi terciptanya tertib administrasi dan supaya tetap berjalannya proses 
pengembangan kompetensi pegawai melalui jalur pendidikan maka akan ada 
beberapa penyesuaian untuk mekanisme pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin 
Belajar Tahun 2025;  

3. penyesuaian mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 2, sebagai berikut:  
a. pelaksanaan Tugas Belajar wajib sesuai dengan ketentuan: 

1)  pengusulan calon peserta Tugas Belajar disesuaikan dengan:  
a) rencana strategis kementerian;  
b) kebutuhan organisasi;  
c) peta jabatan;  
d) jenjang karir;  
e) syarat jabatan  
f) kuadran 7, 8, dan 9 pada talent matrix pool; a. penghargaan pegawai; 

dan  
g) diutamakan telah mendapatkan kuota rencana kebutuhan tahun 2024 

namun belum dapat melaksanakan ditahun tersebut.  
2)  calon Peserta Tugas Belajar telah mengikuti seleksi tingkat Kementerian 

berupa Tes Kemampuan Bahasa Asing, Tes Potensi Akademik, Penulisan 
Proposal dan Penilaian Potensi, Kompetensi Manajerial, Kompetensi 
Sosial Kultural demi mendapatkan profiling calon peserta tugas belajar;  
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3)  bagi pegawai yang akan melaksanakan Tugas Belajar di Tahun Anggaran 
2025, telah mengikuti seleksi kementerian di tahun 2023 dan/atau tahun 
2024;  

4)  pelaksanaan seleksi Kementerian yang meliputi Tes Kemampuan Bahasa 
Asing, Tes Potensi Akademik, Penulisan Proposal dan Penilaian Potensi, 
Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural untuk tahun 2024, 
direncanakan akan diselenggarakan pada bulan Oktober – Desember 
2024;  

5) pelaksanaan seleksi kementerian untuk pelaksanaan Tugas Belajar Tahun 
2025, akan diberitahukan lebih lanjut melalui Pusat Pendidikan Kelautan 
dan Perikanan; 

b. Pelaksanaan Izin Belajar wajib sesuai dengan ketentuan:  
1)  pelaksanaan izin belajar akan disesuaikan sampai dengan tahun 2025;  
2)  setelah tahun 2025 proses penyesuaian izin belajar akan dihapus dan 

akan digantikan melalui mekanisme tugas belajar mandiri;  
3)  pengusulan calon peserta izin belajar tahun 2025 disesuaikan dengan:  

a. rencana strategis kementerian;  
b. kebutuhan organisasi;  
c. peta jabatan;  
d. jenjang karir;  
e. syarat jabatan;  
f. kuadran 7, 8, dan 9 pada talent matrix pool;  
g. penghargaan pegawai; dan  
h. diutamakan telah diusulkan masuk kuota rencana kebutuhan tahun 

2024 namun belum dapat melaksanakan ditahun tersebut;  
4)  calon peserta izin belajar, wajib mengikuti Penilaian Potensi, Kompetensi 

Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural demi mendapatkan profiling calon 
peserta izin belajar;  

5)  pelaksanaan seleksi Kementerian yang meliputi Tes Kemampuan Bahasa 
Asing, Tes Potensi Akademik, Penulisan Proposal dan Penilaian Potensi, 
Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural untuk tahun 2024, 
direncanakan akan diselenggarakan pada bulan Oktober – Desember 
2024;  

6)  pengusulan calon peserta izin belajar yang akan mengikuti Penilaian 
Potensi, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana 
dimaksud pada angka 4, disampaikan ke Sekretariat BPPMHKP paling 
lambat tanggal 11 Oktober 2024 melalui tautan 
https://drive.google.com/drive/folders/1M6S9Kbk9dDiG0S9OQusOh6
9lb3rg8Umk?usp=sharing sesuai dengan format pada lampiran. 

4. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 
2018 tentang Tugas Belajar PNS di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan perlu adanya pengusulan rencana kebutuhan tugas belajar untuk tahun 
tahun 2025;  

5. bahwa sesuai dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 
Per.10/MEN/2011 tentang Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
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Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu adanya pengusulan rencana 
kebutuhan izin belajar untuk tahun tahun 2025;  

6. pengusulan rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana 
dimaksud pada angka 5 dan angka 6, diusulkan ke Biro SDM Aparatur dan 
Organisasi dengan penyesuaian ketentuan sebagaimana pada angka 3 setelah 
dilaksanakannya proses Tes Kemampuan Bahasa Asing, Tes Potensi Akademik, 
Penulisan Proposal dan Penilaian Potensi, Kompetensi Manajerial, Kompetensi 
Sosial Kultural;  

7. berdasarkan kebutuhan organisasi yang mendesak, pada saat ini Biro SDM 
Aparatur dan Organisasi masih menyusun rancangan Peraturan Menteri Kelautan 
dan Perikanan tentang Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan KKP untuk 
menggantikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

 13/PERMEN KP/2018 tentang Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan 
KKP dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.10/MEN/2011 
tentang Izin Belajar bagi PNS di Lingkungan KKP sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

 22/PERMEN KP/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Nomor Per.10/MEN/2011 tentang Izin Belajar bagi PNS di 
Lingkungan KKP; 

 
Demikian kami sampaikan, untuk dapat dilaksanakan di lingkup unit kerja 

Saudara. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tembusan : 
Kepala BPPMHKP.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretaris BPPMHKP 
 
Kepala  
  
 

Hari Maryadi 
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Lampiran Surat
Nomor  : B.3604/BPPMHKP.1/TU.530/IX/2024
Tanggal : 19 September 2024

No Nama NIP Jabatan Alamat Surel 
(Gmail)

No. Handphone 
(WA Aktif) Satuan Kerja Unit Kerja Eselon I Jenjang 

Pendidikan  Prodi  Institusi 
Pendidikan  Tubel/Ibel Status

Catatan : Status
* Sudah diusulkan Rencana Kebutuhan 2024 namun belum mendapat perguruan tinggi
** Sudah diusulkan Rencana Kebutuhan 2024 namun belum mendapat pembiayaan
*** Sudah diusulkan Rencana Kebutuhan 2024 namun belum mendapat pembiayaan dari perguruan tinggi
**** Belum Mendaftar Perguruan Tinggi

DAFTAR USULAN PESERTA PENILAIAN POTENSI, KOMPETENSI MANAJERIAL, KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL UNTUK PROSES TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
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Yth. Daftar Terlampir 
di Tempat 

Sehubungan dengan implementasi Portal Collaboration Office di Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (KKP), bersama ini disampaikan bahwa permohonan akun 

baru Portal Collaboration Office (termasuk E-mail) dapat bersurat resmi ke Pusat 

Data, Statistik, dan Informasi dengan menyertakan keterangan Nama, NIP, dan 

Jabatan. Adapun formulir permohonan E-mail yang sebelumnya pernah beredar 

dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima 

kasih. 

 

a.n.  Sekretaris Jenderal, 
 Kepala Pusat Data, Statistik, dan  

Informasi 
 
  
      
 

Aulia Riza Farhan 
  

   06 Maret 2024 
Nomor  : B.1057/SJ.7/TU.210/III/2024                                
Sifat  : Biasa  
Lampiran  : 6 (Enam) Lembar  
Hal  : Tata Cara Permohonan Akun Baru 

Portal Collaboration Office Lingkup KKP 
 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

SEKRETARIAT JENDERAL 
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 
LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id 

 

http://www.kkp.go.id/
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Lampiran 1 

Nomor     : B.1057/SJ.7/TU.210/III/2024 

Tanggal   : 06 Maret 2024 

 
DAFTAR NAMA PEJABAT 

 
I. SEKRETARIAT JENDERAL 

1. Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar 
Lembaga 

2. Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut 
3. Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya 
4. Kepala Biro Perencanaan 
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi 
6. Kepala Biro Hukum 
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri 
8. Kepala Biro Keuangan 
9. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa 
10. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi 
11. Direktur Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan 
12. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan 
13. Ketua Tim Kerja Lingkup Pusdatin 

 
II. DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG 

LAUT 
14. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 
15. Sekretaris Ditjen. Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 
16. Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut 
17. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
18. Direktur Jasa Kelautan 
19. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut 
20. Kepala BPSPL Padang 
21. Kepala BPSPL Pontianak 
22. Kepala BPSPL Makassar 
23. Kepala BPSPL Denpasar 
24. Kepala BKKPN Kupang 
25. Kepala LPSPL Sorong 
26. Kepala LKKPN Pekanbaru 
27. Kepala LPSPL Serang 

 
III. DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP 

28. Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap 
29. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 
30. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan 
31. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan 
32. Direktur Kepelabuhanan Perikanan 
33. Direktur Perizinan dan Kenelayanan 
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34. Kepala BBPI Semarang 
35. Kepala PPS Nizam Zachman 
36. Kepala PPS Kendari 
37. Kepala PPS Cilacap 
38. Kepala PPS Bungus 
39. Kepala PPS Belawan 
40. Kepala PPS Bitung 
41. Kepala PPN Palabuhan Ratu 
42. Kepala PPN Ternate 
43. Kepala PPN Prigi 
44. Kepala PPN Pemangkat 
45. Kepala PPN Tual 
46. Kepala PPN Kejawanan 
47. Kepala PPN Pekalongan 
48. Kepala PPN Brondong 
49. Kepala PPN Tanjung Pandan 
50. Kepala PPN Sungailiat 
51. Kepala PPN Karangantu 
52. Kepala PPN Ambon 
53. Kepala PPN Sibolga 
54. Kepala PPN Pengambengan 
55. Kepala PPN Kwandang 
56. Kepala PPP Teluk Batang 

 
IV. DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA 

57. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya 
58. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 
59. Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan 
60. Direktur Perbenihan 
61. Direktur Pakan dan Obat Ikan 
62. Plt. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya 
63. Kepala BBPBAP Jepara 
64. Kepala BBPBL Lampung 
65. Kepala BBPBAT Sukabumi 
66. Kepala BPBAP Takalar 
67. Plt. Kepala BPBAT Jambi 
68. Plt. Kepala BPBAT Mandiangin 
69. Plt. Kepala BPBL Lombok 
70. Kepala BPBL Ambon 
71. Kepala BPBAP Ujung Batee 
72. Kepala BPBAT Tatelu 
73. Kepala BLUPPB Karawang 
74. Kepala BPKIL Serang 
75. Kepala BPBAP Situbondo 
76. Kepala BPBL Batam 
77. Kepala BPIUUK Karang Asem 
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V. DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK 

KELAUTAN DAN PERIKANAN 
78. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan 

Perikanan 
79. Sekretaris Ditjen. Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan 

Perikanan 
80. Direktur Logistik 
81. Direktur Pengolahan dan Bina Mutu 
82. Direktur Pemasaran 
83. Direktur Usaha dan Investasi 
84. Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan 

Perikanan 
 

VI. DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 
85. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 
86. Sekretaris Ditjen. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 
87. Direktur Pemantauan dan Operasi Armada 
88. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 
89. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan 
90. Direktur Penanganan Pelanggaran 
91. Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo 
92. Kepala Pangkalan PSDKP Batam 
93. Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta 
94. Kepala Pangkalan PSDKP Benoa 
95. Kepala Pangkalan PSDKP Bitung 
96. Kepala Pangkalan PSDKP Tual 
97. Kepala Stasiun PSDKP Cilacap 
98. Kepala Stasiun PSDKP Belawan 
99. Kepala Stasiun PSDKP Kupang 
100. Kepala Stasiun PSDKP Pontianak 
101. Kepala Stasiun PSDKP Tarakan 
102. Kepala Stasiun PSDKP Tahuna 
103. Kepala Stasiun PSDKP Ambon 
104. Kepala Stasiun PSDKP Biak 

 
VII. INSPEKTORAT JENDERAL 

105. Inspektur Jenderal  
106. Sekretaris Inspektorat Jenderal 
107. Inspektur I 
108. Inspektur II 
109. Inspektur III 
110. Inspektur IV 
111. Inspektur V 
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VIII. BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 
112. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kelautan dan Perikanan 
113. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kelautan dan Perikanan 
114. Kepala Pusat Riset Kelautan 
115. Kepala Pusat Riset Perikanan 
116. Plt. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan 
117. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 
118. Plt. Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan 

Gondol (BBRBLPP Gondol) 
119. Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon (BPPP 

Ambon) 
120. Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi 

(BPPPBanyuwangi) 
121. Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung (BPPP 

Bitung) 
122. Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan (BPPP 

Medan) 
123. Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal (BPPP Tegal) 
124. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan 

Perikanan Maros (BRPBAPPP Maros) 
125. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan 

Perikanan Bogor (BRPBATPP Bogor) 
126. Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan 

Palembang (BRPPUP Palembang) 
127. Kepala Loka Riset SD dan Kerentanan Pesisir Padang 
128. Plt. Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Wakatobi 
129. Kepala Balai Riset Perikanan Laut Jakarta 
130. Kepala Balai Riset Pemulihan SDI Jatiluhur Purwakarta 
131. Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan Sukamandi 
132. Kepala Balai Riset BIH Depok 
133. Kepala Loka Riset Tuna Benoa 
134. Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan 
135. Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut Boalemo Gorontalo 
136. Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP 
137. Plt. Kepala Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP 
138. Direktur Politeknik AUP Jakarta 
139. Direktur Politeknik KP Bitung 
140. Direktur Politeknik KP Sidoarjo 
141. Direktur Politeknik KP Sorong 
142. Direktur Politeknik KP Karawang 
143. Direktur Politeknik KP Kupang 
144. Direktur Politeknik KP Bone 
145. Direktur Akademi Komunitas KP Wakatobi 
146. Direktur Politeknik KP Dumai 
147. Direktur Politeknik KP Pangandaran 
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148. Direktur Politeknik KP Jembrana 
149. Kepala SUPM Ladong Aceh 
150. Kepala SUPM Pariaman 
151. Kepala SUPM Kota Agung 
152. Plt. Kepala SUPM Pontianak 
153. Kepala SUPM Tegal 
154. Plt. Kepala SUPM Bone 
155. Kepala SUPM Waiheru Ambon 
156. Kepala SUPM Sorong 
157. Kepala BDA Sukamandi 

 
IX. BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN 

DAN PERIKANAN 
158. Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan 

dan Perikanan  
159. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan 

dan Perikanan 
160. Plt. Kepala Pusat Karantina Ikan 
161. Plt. Kepala Pusat Pengendalian Mutu 
162. Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan 
163. Plt. Kepala Balai Besar KIPM Jakarta I 
164. Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar 
165. Plt. Kepala Balai KIPM Denpasar 
166. Kepala Balai KIPM Surabaya I 
167. Kepala Balai KIPM Medan I 
168. Kepala Balai KIPM Balikpapan 
169. Plt. Kepala Balai KIPM Jayapura 
170. Plt. Kepala Balai KIPM Jakarta II 
171. Plt. Kepala Balai KIPM Surabaya II 
172. Plt. Kepala Balai KIPM Mataram 
173. Kepala Balai KIPM Manado 
174. Plt. Kepala Balai KIPM Semarang 
175. Kepala Balai KIPM Banjarmasin 
176. Kepala Balai KIPM Lampung 
177. Kepala Balai KIPM Ambon 
178. Plt. Kepala Balai KIPM Entikong 
179. Kepala Balai KIPM Tanjung Pinang 
180. Plt. Kepala Balai KIPM Tarakan 
181. Kepala Stasiun KIPM Palembang 
182. Kepala Stasiun KIPM Bandung 
183. Kepala Stasiun KIPM Merauke 
184. Kepala Stasiun KIPM Pontianak 
185. Plt. Kepala Stasiun KIPM Kendari 
186. Kepala Stasiun KIPM Batam 
187. Plt. Kepala Stasiun KIPM Padang 
188. Kepala Stasiun KIPM Jambi 
189. Kepala Stasiun KIPM Palu 
190. Kepala Stasiun KIPM Palangkaraya 
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191. Plt. Kepala Stasiun KIPM Kupang 
192. Kepala Stasiun KIPM Pangkal Pinang 
193. Kepala Stasiun KIPM Ternate 
194. Plt. Kepala Stasiun KIPM Yogyakarta 
195. Kepala Stasiun KIPM Aceh 
196. Kepala Stasiun KIPM Gorontalo 
197. Kepala Stasiun KIPM Pekanbaru 
198. Plt. Kepala Stasiun KIPM Medan II 
199. Kepala Stasiun KIPM Sorong 
200. Plt. Kepala Stasiun KIPM Bengkulu 
201. Kepala Stasiun KIPM Cirebon 
202. Kepala Stasiun KIPM Luwuk Banggai 
203. Plt. Kepala Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan 
204. Kepala Stasiun KIPM Bima 
205. Kepala Stasiun KIPM Tahuna 
206. Kepala Stasiun KIPM Bau-Bau 
207. Kepala Stasiun KIPM Merak 
208. Kepala Stasiun KIPM Mamuju 
209. Plt. Kepala BUSKIPM 
 

   
a.n.  Sekretaris Jenderal,Plt 

Kepala Pusat Data, Statistik, dan  
Informasi 
 
  
      
 
Aulia Riza Farhan 

 

 

 
 




